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BABIV 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. 	 Hak Merek mempunyai arti penting bagi UKM dalam mcngahadapi 

perdagangan global saat ini. Kebcradaan hak merek diatur dalam 

kctentuan merek. Ketentuan merek pertama adalah Undang­

Undang No. 21 Tahun 1961 yang menganut sistem first to use 

system atau dikenaI dengan sistem deklaratif. Sistcm terscbut 

tidak sesuai dengan pertumbuhan industri manufaktur dan jasa 

yang mulai berkembang pesat di tanah air. Kemudian diubah 

dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992. Dengan 

keikutsertaan Indonesia dalam WTO maka undang-Ilndang merek 

yang telah ada disempurnakan dengan Undang-Undang No. 14 

Tahun 1997. Dalam UUM tersebut menentukan aturan mengcnai 

prosedur pendaftaran merek dengan sistem konstitutif atau fir5'/ 

to lile system (prinsip pendaftar pcrtama yang mengajukan). 

Kcbcradaan sistem deklaratif pada UUM mcmbcrikan manfaat 

yang begitu besar bagi UKM dalam penggunaan hak merek. 

MaHfaHt dari SISt hukurn yaitu mernperoleh perlindungan hukurn 

atas hak merck dengan jangka waktu 10 t~lhun dan clapat 
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diperpanjang kembali. Wujud dari perlindungan hukum tersebut 

HdalHh pAno\akan pendaftaran rnen~k tanpa hak nleh t\;mtor 

Merek dan Ilpayn-upnya hulwm oleh IJKM :;(~hngnl pemilik merf'k 

atas pelanggaran haknya. Sedangkan dari sisi ekonomi, dapat 

menlngkatkan hasil produksi yang pada akhirnya J llga 

rW~~llIngk<Jtkan pendap<'ltan UKM. Manf;-mj lain dari SISI IC~knn()nll 

adalah dapat bersaing di pasaran global serhl dapat memherikan 

lisensi kepada pihak lain. 

2. 	 Banyak faktar yang menghambat pengaj uan merck alch lJK1VI. Hal 

ini disebabkan oleh kondisi dari UKM sendiri mauptlTl fakinr d<'lri 

luar UKM.Faktor kendala tersebut antara lain: kultur dan budaya 

rnasyarakat tentang pernahaman HAKI, kurangnya kcrnampuan 

dalam mcmbangun merck. kesadaran UJ\.M Lelltang hak merek 

masih kuraltg, kendala pendaflanul, lWJldal;1 biaya yang 

(hkdl1arkan p8dn saul: rnelnkulnm pc:ndaftnrtm mc'rek, lemahnyCl 

pc;ncgakan bul'i:tlHl aLas pclanggaran uwrd.;, :;,'I!a hcl<;.hawatiran 

Ul\lYl atas j)cndaftarall merck. Sehl1Il lLll adanYd kecUIIgtWn l.JhJvi 

dias perhuatan yan.\!, ttchJk terpuji OkJlllHl peial)(-ll I,/img rnellJiplak 
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Dcpartcmcn Kehakiman dan HAM. Departt~rnen Industri dan 

Pprdagangnn, I H(M. 

Perguruan Tinggi, scrta LSM yang berger;)k cialam hidang 

pc:rnbinaan Uf<:M. Dcngan adanya (Intisipasi terscbllt diharapkan 

upaya untuk mCIlyadarkan tn~rvI dalam Int;IHiaftarkan lllctcknya 

Sar<1n 

L Keberadaan UI{M bagi perekonomian Indonesia saat ini sangat 

w~n/ing IlTlhlk mendongkrnk pl~n~konornian teru/mna seh-"lah 

mc:nghadapi krisis ckonomi. NarnUfl pcrkcmbangan rTKM ter~)cbllt 

tidak diiringi dengan kesadaran llntuk mcndaftarkan merck YHng 

dimilikinya. Dalarn hal lIU supaya kcsadaran UKiVl dapat 

.) 

1)';lj. l{ul)crd:,t dan Ul'd\l. :;crta Lcmbaga l\;rguruan tinggl. Lh~;lSl 
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___ >u".atIdHg sudah menjadl rahasia 

wnum untuk penanganan HAKI terutama pada UKM penuh dengan 

"kucuran dana". Dengan adanya sikap instansi yang cenderung 

lmtuk bergerak sendiri-sendiri, dampaknya sosialisasi yang 

dilakukan masih kurang mengenai sasaran yang diharapkan. 

Dalam hal ini perl u adanya kerjasama serta kcseragaman gerak 

antar instansi -instansi tersebut dalam melakukan sosialisasi 

merek, sehingga diharapkan sosialisasi merek yang dilakukan 

dapat berhasil dengan baik. 

3. 	Perl unya penegakan hukum yang tegas dari aparat penegak 

hukmn (polisi, jaksa, dan hakim) dalam menangani kasHs-kaslls 

pclanggaran merek. Hal IllI diharapkan riapat mendorong 

kesadaran UKM untuk mendaftarkan rnerek-mereknya. 
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